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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sebagzimana halnya dengan rumah fangga keluarga, rumah tangga
negarapun membutuhkan biaya untuk menjalankan pemerintahannya hanya
saja pada rumah tangea negara membutuhkan dana yang sangal besar, dana
tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber , salah satunya adalah dari
pajak vang ditarik dari masyarakat. Perlu diketahui bahwa dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megarz Tahun 2004 ( APBM 2004 ) pendapatan
negara dari unsur penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 349,3 triliun, Rp.272.2
triliunnya adalah penerimaan perpajakan ataw 77,9 % dari total penerimaan
dalam negeri. Oleh karena i, dengan melihat peranan pajak dalam APBN
yang sedemikian besar itu maka perlu untuk lebih mengetahui bagaimana
caranya mengumpulkan dana negara ini dar unsur pajak .

Sistem self assessment vang diznut dalam Undang-Undang Perpajakan
Indonesia sejak tahun 1983 hingga sekarang jelas dinyatakan bahwa setiap
Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, wmenyetor dan melaporkan
pajaknya sendiri, walaupun belum ada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan
oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem ini secara tegas dapat dilihat pada pasal 12

ayar | Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

(UUNeo. 16, Tahun 2000) yang berbunyi : “Setiap Wajib Pajak wajib

membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-



Undangan Perpajakan, dengan lidak menggantungkan paca adanya Surat
K:u:tai:ﬁn Pajak ( SKP )

Scandainya sistem ini berjalan dengan baik tentunya tidak perlu ada
penegakan hukum di bidang perpajakan ( law enforcement ) seperli misalaya
pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan sural paksa, penyanderaan
(Gizdjeling) dan lain scbagainya. Oleh Karena itu Sistem Sclf Assessment
yang berlaku saat ini tidak murni dilaksanakan karena pemerintah masih
menganggap bahwa tingkat kesadaran masyarakal tentang pajak  masih
rendah sehingga dalam pemungutan pajak di negara kita masih di berlakukan
juga sistem With Holding Tax ( With Holding System ) yailu suatu sistemn
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain { lembaga
alau perorzngan } uniuk menghitung/menentukan besarnya pajak seseorang.
Jadi wewenang 1.”“”1" menentukan besarnya pajak dalam sistem With Helding
ini bukan terletak pada Wajib Pajak tetapi t:rlétak pada mercka yang diberi
wewenang vang ditunjuk oleh fiskus { berdasarkan peraturan ) sebagai wajib
pungut.

Untuk jenis pajak tidak langsung misalnya , Pajuk Pertambahan Nilai
(PPN} sebagai pemungut PPN sampai dengan 3i Desember 2003 berlaku
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Momor : 547 /Tahun
2000 yaitu KPKN, Bendaharawan Pemeriniah Pusat ! Daerah, Perlamina,
Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas
Bumi, Panas Bumi, dan Pertambangan Umum lainnya, BUMN, BUMD, Bank

Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia.



Sistem Pemunguan melalvi With Holding ini tentunya sangat
membantu dalam mengumpulkan pundi-pundi kevangan nepara disamping
Sistem  Sell’ Assessment vang dijalankan saat ini , namun demikian sejak
tang;ga] | Januari 2004 para wajib pungul PPN tersebut diatas dikurangi
seiring dengan jalannya Reformasi di segala bidang , termasuk reformasi di
bidang perpajakan , maka lshirlah Surat Kepulusan Menteri Kevangan
Republik Indonesia Nomor : 563/ Tahun 2003 dimana schagai wajib pungut
pemungut PPN hanya dibatasi  menjadi 2 (dua ) saja vailu Kantor
Perbendaharaan dan Kas Megara ( KPKN ) dan Bendaharawan Pemerintah
vang mengelola APBN dan APBD, dengan demikiar sebagai konsckuensinya
banyak rekanan pemerintah yang pada  awalnva pajaknya  sudah
diperhitungkan dimuka, tetapi sekarang para rekanan pemerintah tersebut
harus melakukan penyetoran sendiri. Seiring dengan tingkat kepatuhan wajib
pajak  yang masih rendah sebagaimana sudsh diuraikan diatas . maka di
khawatirkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan MENKEU yang baru
tersebut akan berdampak pada penerimaan negara khususnya penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai { PPN ) hasil Pemungutan .

1.2 Rumusan Masalah

Seberapa besar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN} dari para
pengusaha wartel sebelum dan saat  diberlakukannya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor @ S63/KMK. /2003 dan hal-hal apa saja yang menyebabkan
terjadinya kenaikan atau penurunan penerimaan PPN dari para pengusaha

wartel di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara 7




1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
I.3.1  Tujuan Penelitian
l. Penclitian ini dilakukan untek mengetahui dan membandingkan
penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel sebelum dan  saat
diberlakukannya  Keputusan Menteri  Keuangan Nomor
S63/KMES2003 di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Ulara
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menvebabkan kenaikan atau
penurunanan penerimaan PPN dari para pengusaha wartel pada
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitizn ini dibarapkan dapat disumbangkan saran-saran

dalam pembuatan keputusan oleh para pengambil keputusan di Kantor

Pelayanan Pajak Makassar Utara,



BAK i1

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Adapun tempal untuk melakukan penelitian adalah Seksi Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (Seksi PPN Dan

PTLL ) pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, JI. Urip Sumoharjo
(GKN ) KM.4 Makassar.

11 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumputan data yang penulis gunakan adalah :
2.2.1. Tinjanan Kepustakaan (Library Research)
Penelitian yang dilakukan dalam memperoleh data atau bahan-bahan
. yang berupa teori rq:la!ui_l-:ajian buku atau literatur sebagai bahan
acuan yun.g relevan dalam penyusunan skripsi ini.
2.2.2. Penelitian lapangan (Field Research)

I. Interview vaitu dengan melakukan wawancara langsung
dengan staf wang bertugas pada bagian atau seksi yang
bersangkutan  dan mempunyai hubungan dengan  penulisan
laporan ini.

1. Penelitian yang melalui observasi dari kantor yang bersangkutan

lewat peninjauan langsung dan wawancara kepada para karyawan,
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Jenis dan Sumber Data l\i\; _ | .r..
2.3.1.Jenis Data \
e

Janis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

. Data kuantitatif yaitu dsia yang diperoleh berupa angka-angka
seperti jumlah Wajib Pajak pengusaha wartel, jumlah penerimaan
pajak pada saat dan sebelum di berlakukan KMK 563/2003 dan
lain-lain,

2. Data kualitatil’ vaitu data vang diperoleh berupa informasi yang
berhubungan dengan vanabel penelitian yang dibahas.

2.3.2.5umber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

i. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyck
penelitian. Jenis data dan informasi yang di kumpulkan meliputi
data yang diperoleh melalui weawancara dengan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak dan para wajib pajak mengenai perubahan hak
pungut BUMN khususnya PT.Telkom kepada para pengusaha
wartel dengan adanya KMK 563 tahun 2003.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data vang diperoleh dari berbagal sumber

literatur maupun laporan-laporan berkala yang ada pada Kantor
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Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data kuantitatif vaitu deia yang diperoleh berupa angka-angka
seperti jumlah Wajib Pajak pengusaha wartel, jumiah penerimaan
pajak pada saat dan sebelum di berlakukan KMEK 563/2003 dan
lain-lain.

2. Dara kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa informasi yang
berhubungan dengan variabel penelitian yang dibahas.

2.3.2.5umber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek
penelitian. Jenis data dan informasi yang di kumpulkan meliputi
data vang diperolch melalui wawancara dengan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak dan para wajib pajak mengenai perubahan hak
pungut BUMMN khususnya PT.Telkom kepada para pengusaha
wartel dengan adanya KMK 563 tahun 2003,

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data vang diperoleh dari berbagai sumber

literatur maupun laporan-laporan berkala vang ada pada Kantor

)
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2.5

Felayeaan  Pajak  Mahassar  Utera  khususnyz pada  seksi

Pengolahan Data dan Informasi.

2.4 Metode Analisis

Metode vang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif komparatil. dimana peneliti ingin mengetahui penerimaan PPN
saal di berlakukan KME 547/2000, kemudian membandingkan penerimaan
PPN saat di berlakukan KMEK 563/2003. Adapun pengambilan sampel
penelitian ini yaitu menggunakan metode proporsive sampling dari 2.637
Wajib Pajak dan mengambil sebanyak 30 Wajib Pajak dengan menyajiken
laporan penerimaan PPN tahun pajak 2002 sampai dengan 2003 untuk KMK
54772000 dan tahun pajak 2004 sampai dengan 2005 untuk KMK 563/2003.
Karcna data yang di analisis menyangkut rahasia ncgara yang
dilindungi dengan Undang-undang, maka dalam penyaiian data yang berupa
tabel Laporan Pencrimaan PPN , untuk kolom NPWP, pencliti tidak

mencantumkan secara lengkap, demikian halnya dengan nama pengusaha

wartel { Wajib Pajak ) peneliti mengganti berdasarkan urutan abjad ( A, B,
C,....datnya ).

Sistematika Penulisan
Untuk memahami isi dari wlisan ini maka penulis menyusun dalam
enam bab dungan urutan-urutan schagai berikut:

BAR 1 PENDAHULUAN Yang mencakup Latar Belakang, Masalah

Pokok, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.



BAB Il

LANDASAN TEORI

3.1 Sekilas tenfany KME S47/720008 dan KMEK 5632003

Maksud dan penulisan lengkap surat Menteri Keuangan tersebut diatas
adalah sebagai berikut

Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
54 7/KMK .04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah , Badan-
badan Tertentu, dan Instansi Pemerimtah Tertentu Uniwk Memungut,
Menvetor. dan Melaparkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
alas Barang Mewah, Tanggal 22 Desember 2000 Surat keputusan ini adalah
merupakan penunjukan Jembapa-lembaga tertentu sebagai pemungut Pajak
Pertambahan Nilai { PPN ) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah { PPn
BM ) kepada para Pengusaha Kena Pajak { PKP ) rekaﬁan Pemerintah, surat
keputusan ini sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2003,

Keputusan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
S63/KMEK.03/2003 tentang Penunjukan Bendsharawan Pemeriniah dan
Kantor Perbendaharazn dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan
Melaporkan Pajak Pertambahan Milai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Besera Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya ,
Tanggal 24 Desember Eﬂl;l3. Surat keputusan ini juga berisikan tentang
penunjukan lembaga-lembaga tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan
Milai { PPN ) dan Pajak Penjualan Atas Mewah ( PPn BM ) surat keputusan

ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2004,



3.2

1

Penulisan kata Keputusan Menteri Kevangan selanjutnya oleh peneliti
disingkatl nenjadi KME, Pengusaha Kena Pajak  disingkal menjadi PKP
Pajak Pertambahan Nilai  disingkat menjadi PPN sedangkan untuk Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah disinghat menjad: PPn BM .

Adapun persamaan KME 347/ Tahun 2000 dan KMK 563/Tahun 2003
adalah sama-sama surat keputusan tenlang penunjukan lembaga-lembaga
tertentu sebagai pemungut PPN dan PPn BM sedangkan perbedaannya
adalah terletak pada jangka waktu pelaksanaannya, disamping itu KME 563/
Tahun 2003 hanya menunjuk dua lembaga saja sebagai pemungut , yailu
kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Bendaharawan Pemerintah.
Pengertian Pajak

Pajak merupakan persoalan vang menyvangkut kepentingan masyarakat
dan negara . Setiap orang yang hidup dalam suat negara tidak akan terlepas
dari urusan pajak. Oleh karena itu, sebagai warga negaa dan anggota
masyarakat, sudah sclayaknya mengetahui dan memahami hal-hal vang
berhubungan dengan pajak , baik mengenai arti , jenis, asas pemungutan,
tata cara pembayaran, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban
fiskus maupun sanksi, dan peradilan dalam perpajakan,

Pajak berasal dari bahasa asing vaitu tax wyang berarti beban,
membebani dan membebankan. Dalam pemakaian selanjutnya , pajak
dianggap secbagai beban negara yang didistribusikan kepada rakvatnva.

Selanjutnya apakah sebenarnya batasan pengertian pajak ? Banyak ahli



memberikan batasan tentang pengertian pajak dengan redaksional yang
berbeda, tetapi mengandung makna dan (ujuan yang hampir sama.
Menurut Broto (2001:121) . pajak adalah juran kepada ncgara ( vang
dapal dipaksakan ) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan |, dengan tidak mendapat prestasi kembali JYRNR
langsung dapat diwnjuk dan berguna untuk membiavai pengeluaran-
pengeluaran  umum  schubungan  dengan  tugas negara  untuk
menyelengparakan pemerintahan.
Menurut  Soemitro (2000:17) mengatakan bahwa p.ajal.: adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyal kepada kas negara untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber wtama untuk membiayai public investment,
Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok
pikiran yang menunjukkan ciri-ciri pa_iak schagai berikut :
|. Pajak merupakan iuran wajib
Pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara
tanpa pengecuaiian. Apabila suatu ketetapan ( peraturan perundang-
undangan ) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang
terkena suatu peraturan sehagai wajib pajak ( yang berkewajiban
membayar pajak ) suka atau tidak suka harus membayar pajak.

2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan
Pemerintah ( negara ) dengan kewenangan yang melekat padanya

(karena undang-undang) berhak mengadakan pemungulan pajak kepada
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masyarakat yang berkewajiban { wajib pajak ). Sifat memaksa terscbul
hakikainya merupakan sifal umuom dﬁri semua undang-undang dan
dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadifan.
3. Tidak memberikan kontraprestasi secara langsung,
Dalam pembayaran pajak lidak dapat ditunjuk adanya balas jasa sccara
individual yang langsung dapat dinikmati dari negara { pemerintah ).
4. Untuk membiayei pengeluaran umum pemeriniah
Kebutuhan dana pemerintah scbagian dipenubi dari hasil pembayaran
pajak. Penggunaan hasil dari pemunpgutan pajak diutamakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dan bila ada
kelebihaa , sisanya digunakan untuk public saving vang merupakan
sumber utama public investment.
3.3 Fungsi Pajak
Menurut Bohari (2000:157) pajak disamping mempunyai fungsi
schagai alat untuk memasukkan dana dari rakvat kedalam kas Megara
(fungsi budgeter), pajak juga mempuyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur,
Sesuai dengan pemungutan pajak pada umumnya, maka tujuan hukum
pemungutan pajak adalah membuat asas-asas keadilan dalam pemungutan
pajak.
Fungsi pajak ada dua yainu :
a. Fungsi Budgeter (Mengisi Kas Negara)

b. Fungsi Regulerend (Fungsi mengatur)



Wamuil pada perkembangannya Tungsi pajak dapal dikembangkan dan

ditambah dua fungsi lagi walaupun bukan fungsi ulama dalam pemungutan

pajak, akan tetapi dengan perkembagan masyarakat modem fungsinya juga

sangat pmu:mg, fungsi-fungsi tersebul yaii :

Fungsi Demokrasi

b. Fungsi Distribusi

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi pemungutan pajak ini akan

diuraikan satu persatu sebagai berikut :

Fungsi Budgeter (Mengisi Kas Negara)

Fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan
vang pajak sebanyak-banyaknya sesvai dengan undang-undang yang
berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran Negara.

Pembangunan hanya dapat terlaksana, untuk itu pajak merupakan
pencrimaan terbesar dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah
vang disalurken ke sektor pembangunan, Tabungan pemerintah ini di
peroich dari surplus penerimaan rutin/biasa setelah dikurangi dengan
penegeluaran rutin seperti ; penerimaan sektor pajak, retribusi, bea dan
cukai, hasil perusahaan Negara, denda dan sitaan.

Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak dijadikan sebagai alat bagi
pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik di dalam bidang

ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dapat
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dilihat dari sektor swasta, yang secara langsung digunakan uniuk
menyalurkan private saving sektor produlktif.
Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif
vang tinggi atau sama sckali dengan taril nol persen (0%a).

Y. Fungsi Demokrasi
Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yag merupakan salah
satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk dalam
kegiatan pemerintah dan pembagunan demi kemasyarakatan manusia.
Pada masa sekarang [ungsi demokrasi 'sering dikaitkan dengan hak
seseorang apabila akan memperoleh pelayanan pemerintah. seseorang
yang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada MNegem
scsuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk
mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

4. Fungsi Distribusi -
Fungsi distribusi lebih menekan pada unsur pemerataan dan keadilan
dalam masvarakat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang
menekankan pajak lebih besar dan lebih kecil kepada masyvarakat vang
mempunyai penghasilan yang lebih besar kepada masyarakat yang
mempunyai penghasilan lebih sedikit (keeil).

3.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak
Menurut Gunadi (ZO00:189) apar pemungutan pajak  tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus

memenuhi syarat sebagai berikut :
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b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan kepada kepentingan
masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang turhadap_
Megara makin tinggi pajak yang harus dibayar,
e. Teori Gaya Pikul
Pemungutan pajak terletak pada Jjasa-jasa vang diberikan oleh Megara
dan masyarakat berupa perlindungan harta dan Ayawanya.
d. Teori Bakii
Mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, dipihak lain msyarakat
menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban,
e. Teori Asas Daya Belj
Penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar
keadilan pemungutan pajak vang berdasarkan kepentingan individu atau
Megara, sehingga menitik beratkan pada i ungéi mengatur. -
Asas-asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungulan pajak vang di kemukakan oleh Adam Smith
dalam buku Wealth of Nations yang diterjemahkan oleh Hadi (2001 - 215)
menyatakan bahwa pemungutan pajak berdasarkan pada 4 syarat yaitu
1. Equality and Equity
Mengandung anti kebersamaan dan keadilan, dimana Undang-undang
perpajakan senantiasa melakukan pemberian yang sama, dalam hal ini

terkandung maksud adanya larangan perlakuan diskriminatif
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~ 2, Ceriginty
Menpandung arti kepastian, undang-undang pajak yang baik untuk
senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak,
mengenai kapan harus membayar pajak, apa hak-hak dan kewajiban
mercka dan scbagainya. Undang-undang pajak tidak boleh mengandung
kemungkinan penafsiran ganda (ambigus).
3. Conveniences of Payment
Pajak harus dipungut pada saal yang tepal, yaitu pads saat wajib pajak
mempunyai uang, sesuai di.:ngan.';kemapuan wajib pajak, mengenai kapan
wajib memiliki vang sehingga mampu untuk membayar pajak sesuai
dengan kewajibaunya. Jumlah pembayaran pajak oleh wajib pajak
masing-masing tidak sama.
4. Ekonomis
Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajit;
pajak di retapkan mungkin, tetapi diusahakan agar tidak menyalahi
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perpajakan.
Keempat pedoman ini biasa disebut “The Canons Of Adamn Smith” atau
sering disebut "The Four Maxime",
3.7 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2001:187) mengemukakan bahwa ada beberapa

sistem pemungutan pajak antara lain :



a. Oficial Assessmenl System

Sistem pemunputan pajak vang memberi wewenang kepada pemerintah

{fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terulang oleh wajib

pajak. Clit-cirinya :

Wewenang untuk mencntukan besarnya pajak terulang ada pada
tahun berjalan.

Angsuran bagi wajib pajak harus disctor sendiri.

Pada akhir tahun pajak, pemerintah (fskus) menentukan besarnya
utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh

wajib pajak.

b. Semi Scif Asscssment Sytem

Sistem pemunguian pajak  yang memberikan wewenang kepada

pemerintah (fiskus) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak

seseorang vang terutang. Ciri-cirinya ;

1.

3.

Wewenang untuk menekan besarmya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.

Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

¢. Self Asscsment System

Sistern pemungutan pajak yang mcmberikan wewenang kepada wajib

pajak untuk meneskan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya :
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a, OfMcial Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada p&wrinta.h

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terulang oleh wajib

pajak. Ciit-ciriuys :

I. Wewenang unuk mencnlukan besarnya pajak terutang ada pada
tahun berjalan.

2. Angsuran bagi wajib pajak harus disctor sendiri.

3. Pada akhir whun pajak, pemerintah (fskus) menentukan besarnya
utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan olch
wajib pajak. |

b, Semi Sclf Assessment Sytem

Sistem pemunguian pajak  yang memberikan wewenang kepada

pemerintah (fiskus) dan wajib pajak unuk menentukan besarnya pajak

seseorang yang terutang. Ciri-cirinya ;

1. Wewenang untuk menekan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.

2. Wajib pajak akeif. mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

¢. Self Asscsmenl System

Sistern pemungutan pajdk yang memberikan wewenang kepada wajib

pajak untuk menekan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya :
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I. Wewenang unluk meneniukan besarnya pajak terutang ada pada
wijib pajak sendiri.

2. Wajib pajak akiif, mulai dari menghitung. menyetor dan meiaporkan
sendiri pajak yang teiutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

d. With Holding System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada yang pihak ketiga

{(bukan yang fiskus dan bukan wajib pajak vang bersangkutan) untuk

menentukan besamya pajak terutang wajlb pajak,

3.8 Penunjukan Pemungut Pajak Pat'.mmhnh.ﬂ,n Milai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas
penyerahan Barang Kens Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Penpusaha
Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan ;
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah vang terutang oleh Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
K.ena Pajak,

Pemungut Pajak Pertambahan nilai adalah bendaharawan pemerintah,
badan, atau instansi pemerintah vang di tunjuk oleh Menteri Keuangan
untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang oleh Pengusaha
Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penverahan Jasa Kena
Pajak kepada bendaharawdn pemerintah, badan atau instansi pemerintah

lersebirt,
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Menurat KMK Nomor : 547/KMK.03/2000 tentang  Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu. dan instansi pemerintah
lerienty untuk memungut, menyetor, dan melaporkan, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewsh menguraikan bahwa :
Bendaharawan Pemcrintah Pusal dan Daerah baik provinsi - maupun
Kabupaten atau kota yang melakukan pembayaran melalui  Kantor
Perbendaharaan dan Kas negara atau Bank Milik Daerah wajib melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
lerutang oleh Pengusaha Kena Pajak, vang telah di pungunluleh Kantor
Perbendahaan dan Kas Negara atau Bank milik Daerah dimaksud, Dalans hal
Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,
maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban unnik memungut,
menyetor dan melaporkan Pajak _1-'1;Lr|g dipungutnya. Meskipun demikian
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atan
Jasa Kena Pajak kepada pemungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap
berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak
Pertambahan Nilai,

Penunjukan sebagai Pemungut PajakPertambahan Nilai menurut KME
MNomor : 547 /KME.04/2000 di uraikan sebagai berikut -

I Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Dacrah baik Propinsi, Kabupaten,

atau Kola
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Menurut KMK Nomor @ 547/KMEK.03/2000 tentang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu. dan instansi pemerintah
tertentu untuk mcmunéut. menyelor, dan melaporkan, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menguraikan bahwa :
Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daersh baik provinsi - maupun
Kabupaten atau kola yang melakukan pembavaran  melalui  Kantor
Perbendaharaan dan Kas negara atau Bank Milik Daerah wajib melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan alau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
leruiang oleh Pengusaha Kena Pajak, vang telah di pungutluleh Kantor
Perbendahaan dan Kas Negara atau Bank milik Daerzh dimaksud, Dalans hal
Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,
maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewaiiban unk memungut,
menyetor dan melaporkan Pajak ﬁng dipungutnya. Meskipun demikian
Pengusaha Kena Pajak vang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atay
Jasa Kena Pajak kepada pemungut pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap
berkewajiban umuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak
Pertambahan Nilai,

Penunjukan sebagai Pemungut PajakPertambahan Nilai menurut KMEK
MNomaor : 547 /KME.04/2000 di uraikan sebagai berikut -

I Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
2. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Dacrah baik Propinsi, Kabupaten,

atau Kota
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3. Perlamina
4. Kontraklor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karva dj bidang Minyak,
Gias Bumi, panas bumi dan pertambangan lainnya.
3. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
6. Bank Milik Negara, Bank Milik Dacrah dan Bank Indonesia
Di atas telah divraikan bagaimana di berikannya wewenang kepada
Bendahawan pemerintah baik pusat mavpun daerah, Kantor Perbendahaan
dan Kas Megara, serta Badan Usaha Milik Negara, dan Badan-badan tertentu
di berikan kewenangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada
Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Jasa (BK P) atau
Jasa Kena Pajak (JKP), tetapi menurut Menteri Keuvangan melalui SK
Menkeu nomor ; KMK:563/KMK.03/2002 langgal 24 bulan Desember 2003
tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendsharaan
ias Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporannys, yang mulai berlaku tanggal | Januari 2004
mencabul Surat Keputusan Menkeu Nomor @ KMEK:S47/KME.04/2000.
yang di uaraikan dalam Lampiran 1 sebagai berikut
a. Terdapat pengurangan jumlah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan
Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor © 547/ KMEK.04/2000 tentang penunjukan
Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan  instansi

pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak




21

3. Periamina
4. Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak,
Gas Bumi, panas bumi dan pertambangan lainnya.
3. Badan Uszha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah
6. Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indoncsia
Di atas telah diuraikan bagaimana di berikannya wewenang kepada
Bendahawan pemerintah baik pusat maupun daerah, Kantor Perbendahaan
dan Kas Megara, serta Badan Usaha Milik Negara, dan Badan-badan tertentu
di berikan kewenangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada
Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Jasa (BK P} atau
Jasa Kena Pajak (JKP), tctapi menurut Menteri Keunangan melalui SK
Menkeu nomor : KMK:563/KMK.03/2003 tanggal 24 bulan Desember 2003
tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan
ias Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporannys, yang mulai berlaku tanggal | Januari 2004
mencabul Surat Keputusan Menkeu Momor : KMEK:S47/KMEK. 04/2000.
yang di uaraikan dalam Lampiran 1 sebagai berikut
a. Terdapat pengurzngan jumlah Pemungut Pajak Pertambahan Nilaj dan
Penjualan atas Barang Mewah sebagai mana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan MNomor @ 547/ KMK.04/2000 tentang penunjukan
Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu, dan instansi

pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak
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Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah menjadi
hanya Bendaharawan Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau
kota dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Nepara.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Penpusaha
Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan tertentu yang di lakukan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, tetap di pungut oleh Badan-
badan tertentu sepanjang Fakiur Pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut di terbilkan sebelum tanggal 31
Januari 2004

Menurut KMK: 563/KMK.03/2003, Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan

Pemerintah dalam hal :

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta
rupiah) dan tidak merupakan pembeyaran yang terpecah-pecah
Pembayaran untuk pembebasan tanah

Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaky,
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau di
bebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembayaran atas pﬂﬂ};ﬂahﬂﬂ Bahan Bakar Minya dan bukan Bahan
Bakar Minyak oleh PT. (Persera) PERTAMINA.

Pembayaran atas Rekening Telepon oleh PT. Telkom
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6. Pembayaran atas Jasa Angkutan Udara vang di serahkan cleh perusa

pencrbangan
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut
ketentuan Perundang-undangan yang berlake tidak dikenakan Pajak

Pertambahan Nilaj,




4.1.

BABR IV

GAMBARAN UMIUM LOKASI PENELITIAN

Separah Singhat Gerdirizya

Nama lembagakantor yrmg mengurusi pencrimaan pajak pada
awalnya bernama Kantor Inspeksi Pajak, Dircktorat Jenderal Pajak,
Departemen Keuangan Republix Indonesia , Direktorat Jenderal dipimpin
sgorang  pejabat tsc-lun | yang berkedudukan di kantor pusat Jakarta |
Kantor Wilayah dipimpin olch pejabat esclon 11 vang berkedudukan di
daerah , ibukota provinsi sedangkan Kantor Inspeksi dipimpin oleh seorang
pejabat eselon 1l yang tersebar di ibukota provinsi dan beberapa kabupaten
di seluruh Indonesia, Kemudian sejak adanva reformasi Undang-undang
perpajakan yang pada awalnya masth menggunakan Undang-undang
pr:l.]:llsja.knn peninggalan pemerintah Hindia Belanda, maka seiring dengan
perubahan Undang-undang dan sistem pemungutan pajak . nama inspeksi
pajak yang berkonotasi penjajah di rubah menjadi kantor pelavanan. Pada
awalnya Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di ibukota Sulawesi Selatan
hanya terdapat satu buah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujungpandang ,
namum seiring dengan perkembangan kota dan terjadinya perubahan nama
ibukota provinsi Sulawesi selatan dari Ujung Pandang menjadi Makassar ,
maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Kantor Pelayanan
Pajak ujungpandang dipecah menjadi dua yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak
Makassar Utara yang meliputi wilayah scbagian Kotamadya Makassar

bagian utara, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkep, 2. Kantor
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Makassar Utara meliputi wilayah sebagian Kotamadya Makassar bagian Ulara
Kabupaten Maros, Kab Pangkep, Adapun lokasi kedua kantor pelavanan
terscbut menempali Gedung Keonangan MNegara L, jl. Urep Sumoharjo, KM.4

Makassar

Kedudukan, Togas dan Fungsi.

Kantor Pelayanan Ppjak vang selanjutnya disebut KPP adalah instansi
vertikal Dircktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan tanggung jawab
tangsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor pelayanan Pajak dipimpin
oleh seorang Kepala.

Kantor Peluyanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan |
pengawasan administrasif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak
dibidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Milai , Pajak Penjualan atas
Barang Mewah .dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah
WEWENANgnya h:rdnsarks;n peraturan perungang-u ndi.m gan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Kantor Pelayanan Pajak

mempunyal fungsi :

I. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan,

pengamatan potensi perpajakan , dan ekstensifikasi wajib pajak

2. Penclitian dan penatausahasn  surat pemberitshuan masa, surat

pernberitahuan tahunan, serta berkas wajib pajak
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Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan , Pajak Pertambahan
Milai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya,

Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian
keberatan, penatausahaan  banding.dan penyelesaian  restitusi  Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahn Nilai , Pajak Penjualan Atas Rarang

Mewah, dan Pajak Tidak langsung lainnya

Pemeriksaan sederhana dan Penerapan sanksi perpajakan
Penerbitan Surat Ketetapan pajak (SKP)

Pengurangan sanksi pajak

Penvuluhan dan konsultasi perpajakan

Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

4.3 Susupan Organ isasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

KEP443/EME.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor

Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan

Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan , susunan

organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari :

L.

2,

Sub bagian Umum

Seksi Pengolahan Data dan Informasi
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3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

4, Seksi Pajuk Penghasilan !};rang Pribadi

5. Seksi pajak Penghasilan Badan

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung lainnya
8. Seksi Penagihan

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan

10. Kelompok Jabatan Funsional
Khusus pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah
seria Kantor Pelayanan Penanaman Modal Asing tidak ada seksi Pajak

Penghasilan orang pribadi.
Uraian Tugas susunan organisasi Ka_ntli:nr Pelavanan Pajak :.
l. Sub Bagian umum membawahi 3 urusan dan fungsi yang terdiri dari :

1. Urusan Tata Usaha Kepepawaian mempunyai tugas melakukan

urusan tata usaha kepegawaian dan laporan.
2. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan

3. Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah

tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi membawahi 3 (tiga) sub seksi dan

tugasnya terdiri dari :




1. Sub seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai Tugas melakukan
urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek

kelengkapan dan kebenaran data masukan dan data keluaran,

2. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai

tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.

3. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Eksiensifikasi Wajib Pajak
mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan
mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan
monografi pajak.

3. 5eksi Tata Usaha Perpajaken membawahi 3 (1iga) Sub Seksi dengan
tugas dan fungsinya terdiri dari

1. Sub Seksi Pendaflaran Wajib Pajak mempunyai wgas melakukan

urusan pendaftaran wajib  pajak dan menyampaikan Surat

Pembeitabiuan Tahunan,

2. Sub Secksi surat Pemberitahuan Pajak mempunyvai tugas melakukan

urusan penerimaan dan pengecekan surat Pemberitahuan Tahunan,

3. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan wajib pajak mempunyai tugas
melakukan penerimaan Surat Ketetapan Pajak dan KearsipanBerkas
wajib Pajak.

4. Seksi pajak penghasilan Crang Pribadi membawahi 2 (dua) sub seksi

dengan tugasnya terdiri dari :
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Sub  seksi pengawasan Pembayaran Mass Pajak Penghsilan
Perseorangan mempunyai lugas melakukan urusan penatausahaan
dan pengecekan Surat Fem_I:Erilnhuan Masa serfa memantau dan
menyusun laporan efektifitas pemmbayaran masa Pajak Penghasilan

Persearangan.

Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai
tugas melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa
dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan menipunyai tugas
melakukan verifikasi atas sural Pemberitahuan Masa dan Tahunan
Pajak Penghasilan Perseorangan, wajib pajak yang tidsak terdafiar

dan wajib pajak vang tidak niemasukkan surat pemberitahuan.

3. Seksi Pajak Penghasilan Badan membawahi 2 (dua) Sub Seksi dengan

tugas dan fungsinya terdiri dari :

1.

Sub Seksi Penpawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan
mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahsan
pembayaran masa, penelaahan penyusunan faporan efektifitas
pembayaran masa, urusan penerimazn dan penpgecekan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.

Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas
melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan
Tahunan Pajak Penghasilan Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar

dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.
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6. Seksi Pemolongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, membawahi 2

idua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :

[. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan
Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan
pemantauan,  penalawsshaan pembayaran  masa, penclaahan
penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan penerimaan
dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Karyawan
(PPh 21), Pajak Penghasilan Rekanan (PPh 22), Pajak Penghasilan

Atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa, Imbalan Jasa (PPh 23).

2. Sub  Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan  Pajak
Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan verifikas; alas
Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan
Karyawan, surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Rekanan,
surat Pemberitahuan Masa Pajak Pzanghasilan atas Bun ga, Deviden,
Royalty, Sewa dan Imbalan Jasa Wajib Pajak yang tidak terdaftar

dan yang tiak memasukkan surat pemberitahuan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
membawahi 4 (cmpat) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya vang
terdiri dari - |
l. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas

melakukan urusan penerimaan, penatansahasn dan pengecekan Surat

Pemberiathuan Masa, memantau dan Menatausahakan pembayaran
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6. Seksi Pemotongan dan Pemunguian Pajak Penghasilan, membawahi 2

idua) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya terdiri dari :

[. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan  dan
Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai twugas melakukan urusan
pemantauan,  penatausshaan  pembayaran  masa, penclaahan
penyusunan laporan efekiifitas pembayaran masa, urusan penerimaan
dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Karvawan
(PPh 21), Pajak Penghasilan Rekanan (PPh 22), Pajak Penghasilan

Atas Bunga, Deviden, Royalty, Sewa, Imbalan Jasa {PPh 23).

2, Sub  Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan  Pajak
Penghasilan mempunyai tugas melskukan urusan verifikasi atas
Surat Pemberitahuan Masa dan  Tahunan Pajak Penghasilan
Karyawan, surat pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Rekanan,
sural Pemberitahuan Masa Pajak Pznghasilan atas Bun g3, Deviden,
Royalty, Sewa dan Imbalan lasa Wajib Pajak yang tidak terdaftar

dan yang tiak memasukkan surat pemberitahuan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnva
membawahi 4 {empat) Sub Seksi dengan tugas dan fungsinya yang
terdiri dari - |
l. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas

melakukan urusan penerimaan, penatavsahasn dan pengecekan Surat

Pemberiathuan Masa, memantau dan Menatausahakan pembayaran
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masd, menelaah dan menyusun laopran perkembangan Pengusaha
Kena Pajak (FKP) dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa wajib

pajzk serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor industri,

. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan mempunyai tugas
melakukan urusan penerimaan, penatausahan dan pengecekan Surat
Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran
masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha
Kena Pajak (PKP) dan kepatulian pembayaran masa serta melakukan

konfirmasi Faktur Pajak pada sektor perdagangan.

- Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jase dan Pajak Tidak Langsung
lainnya  mempunyai  tugas melakukan  urusan penerimasan,
penatausahaan  dan  pengecekan  surat Pemberitahuan  Masa,
memantay dan menatausshan pembavaran ‘masa, menciaah dan
menyusun laporan perkembangan Pengusaha I.:ena Pajak dan
kepatuhan pembayaran masa serta melakukan konfirmasi Faktur

Pajak sektor jasa dan pajak tidak langsung lainnya.

- Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak
Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi
surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Tidak langsung lainnya,
Pengusaha Kena Pajak  yang tidak terdafiar dan yang tidak
memasukkan surat pemberitahuan  masa, Khusus pada Kantor

Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing tidak ada sub seksi pajak
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pertambahan nilai industri, dan sub seksi Pajak Pertambahan Nilai

Perdagangan,

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan membawahi 4 (empat) sub seksi

dengan tugas dan fungsinya terdici Jari -

5

Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi mempunyai
tugas melakukan urusan tata usaha penusunan l2poran pencrimaan
pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan,
mengolah dan menatausshakan bermacam-macam penerimaan pajak
sertd mempersiapkan surat keputusan kelebuhan pembayaran pajak

pada surat periniah membayar kelebihan pajak,

- Sub Eeksi rekonsiliasi  mempunyai tugas melakukan urusan

rekonsiliasi penerimasn pajak, pengolahan dan penyaluran Surat

setoran Pajak (SSP) sera perhitungan pajak. .

Sub  Seksi  Keberatan  Pajak Penghasilan  Badan  dan
Pemotongan/Pemungutan MEMPUnyai fugas urusan penyelesaian
keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan Badan dan

Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan.

Sub Seksi Kebertan Pajak Pertambahn Nilaj dan Pajak Tidal
Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian
keberatan dan persclisihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan

atas Barang Mewah dan Pajak tidak Langsung lainnya.
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9. Scksi Penagihan membawahi 2 bagian dengan lugas dan fungsinya

terdin dari -

Bagian Tala Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan

urusan lata usaha pivtang pajak dan tunggakan pajak.

2. Bagian Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan

melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa,
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada tahun 2003

Yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berdasarkan Sural Keputusan
Menteri Kevangan Nomor KMK. 54 7/KME.02/2000 adalah schagai berikut :
KPKN, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, Peramina, Kontraktor
Bagi Hasil dan Kontrak Karva, BUMN/D, dan Sank Indonesia. Jadi semua
rekanan yang berhubungan dengan badan-badan sebagaimana KMEK tersebut
diatas baik scbagai pihak penerima barang fjasa (pembeli )maupun scbagai
pihak yang menyerahkan barangfasa (penjual )yang memungut PPNna
tetap badan-badan tersebut, demikian halnya denpan Pengussha Wartel
bagian penghasilan yang menjadi hak wartel PPNnya terlebih dahulu
dipungut aleh PT. Telkom sebelum diserahkan ke Pengusaha Wartel,

Berikut ini disajikan data-data penerimaan PPM dari Pengusaha Warte]
yang merupakan hasil pemungutan PT. Telkom Cabang Makassar selama

tahun 2003
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Dari tabel | dapat diketahui jumlah penerimaan PPN pada tahun 2003
masih berlaku KMK 347/2000 dari lima puluh { 50 ) Pengusaha Wartel
adalah sebesar Rp.215.224.480, dan unwk pembayaran per-masanys
(Januari sumpai dengan Desember) tidak ada suatu masa yang kosong atau
yang tidak terisi. Dengan demikian tingkatl kepatuhan dari Pengusaha Wartel
adalah seratus persen { 100 % )

Penerimaan PPN dari Pengusaha Wartel pada tahun 2004

Yang ditunjuk scbagai pemungut PPN berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No:  563KME.03/2003  adalah KPKN  dan
Bendaharawan Pemerintah Pusat/Dacrah dengan demikian yang me.nj:;.idi
obyek pemungutan PPN terbatas hanya pada penggunaan dana
APBN/APBD yang dikuasai oleh keduz badan tersebut , berarti dana-dana di
uar APBN/APBD pemungutannya adalzh melalui mekanisme Pajak
Yeluaran ( PK ) dan Pajak Masukan { PM ). Karena dalam KMK 563/2003
sudah dischutkan bahwa sebagai pemungut PPN hanya KPKN dan
Bendaharawan , maka pemungut-pemungut lainnya sebagaimana disebutkan
pada KMK 547/2000 selain K.PEN dan Bendaharawan sckarang sudah tidak
bertindak sebagai pemungut PPN |, demikian halnya dengan PT. Telkom
Cabang Makassar sudah tidak berwenang lagi untuk melakukan pemctongan
terhadap mitra kerjanya ( Pengusaha Wartel ) schingga bagian penghasilan
yang diterima oleh para Pengusaha Wartel masih ada unsur PPNnya yang

harus disetor sendiri oleh Pengusaha Wartel.
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Tabel X
Lapiran Penerimaan PPN Pengusabs Warlel tshun 2004
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utarg

PPN yang oi setor sendinl aleh Pengusaha Wartal berdasarkan KRH ; 3633003
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Dari tabel 2 dapat dikeahui bahwa jumlah penerimaan PPN pada
tahun 2004 setelah diberlakukannya KMK 5632003 dari lima pulub { 50 )
Penpusaha Wartel adalah sebesar Rp. 84.772.154, jika dilihat dari sisi
penerimaan jumlah penerimaan pajak yang di terima oleh negara dari sekior
pajak mengalami penurunan yang sangat besar, dimana pada tahun 2003
sehesar Rp. 215.224.430 menurun menjadi R.p.E#.??E.!S'.’r, atau selisih
sebesar Rp. 130.452.325
Perbandingan Penerimaan PI'N

Setelah data penerimaan PPN sebagaimana yang ditampilkan dalam
Tabel | dan Tabﬂl.E diketahui, kini penulis membandingkan data penerimaan
yang ada pada kedua tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Total penerimaan PPN tahun 2003 berjumlah Rp. 215.224 480
2. Total penerimaan PPN tahun 2004 berjumiah Rp. 34.?‘.{2-1 54

Berarti terjadi peourunan penerimaan sebesar Rp.130.452.325,- bila

dibandingkan dengan pencrimaan PPN tahun 2003 atau dalam prosentasc

(urun sebesar 61,61 %o Angka atau data ini dapat dilihat pada tabel 3



Tkl 3

Adinlisis Komparatif Lapoeun Penerimeas PPN Pengusahn Wartel Tahus 2003 - 2004
Kanter 'clayunen Pk Mukessar U
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3.4 Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Wartel sebelum dan setelah di

berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003

Tujuan utama pemerintah memberlakukannya
KMELS63/KMEL 0372003 tidak lain adalah wutuk mengembaliken konsep
sebeuarnya sistim perpajakan yang dianut yaitu sistim Self Assesswen,
diamana dalam sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak
untuk  menghitung, memperhitungkan, dan melapor kewajiban
perpajakannya. Namun kenyataannya jika melihat pembahasan sebelumnya
ternyata kebijakan vang dikeluarkan pemeriniah guna mengoptimalkan
penerimaan pajak belum dapat dikatakan efektif, Untuk it guna membshas
lebih jauh mengenai dampak di keluarkennya KMK 563K MEL03/2003 ini
berikut penulis akan melihat perbandingan kepatuhan Wajib Pajak wartel

sebelum dan setelah dikeluarkannya kebijakan ini pada daia tabel 4 berikut:




l‘ﬂhlﬂdidﬂ? hipatinh Wijils Pajak W riel Tahss 24U - 2004
Besnlur Pelnyinam 'pjnk Al=tassar b

Tulwl &

46

NO R e :‘:LT:I::PT Masn PPN KPP Makassar Utara F'-:rfh::dmn
Tabun 3004
" = - Ll::rr Tudk |;.Pﬂ-|' .-ﬁ Lapar | Tdk Lapor g . I'.'lp:'l.r:h-lrl.
1 | 163040801 | A 12 o m:: T :1 B feeTiiecignl 10
1 8z 8
£ UHEhoKE L5 12 0 100 8 4 a7| a3
3 | D865 - B0 C 12 o 10 § T &2 e
4 | o1s8siox-801| D . F = > - T
N R W 12 0 100 " 1 2| o
T B et ML 12 D 10 5 7 42| -5
7 | cieeszec-801 | & 12 pr 00 a i 7 g
0163070 - B4 H 17 o e 5 7 P =8
o | MBS0 - A0 i 12 0 100 2 b £ 1] B3
10 | @581 0o - B J 12 o Lol 10 z B3 -7
11 | p1738Eocc-BD1 | K 12 o 100 " 1 2| = |
12 | 0177ESwe-B01 | L 12 0 100 10 2 ga| a7
13 | 0177ITmoe- 001 | M 12 2 100 1" 1 2| =
14 | owissox-B01 | N 1z o 100 5 7 =l - |
15 | oiRiSEmec-801| O 12 0 100 12 o 100 o
1A | 0180270 - B0 F T & 100 " i B -B
17 | oteaomecc-a | © 12 o 100 3 8 s TS
18 | 08B - B =" 12 0 p 11 3 ! 25 6
1% uiwm-m1 5 12 0 100 8 B o 50 |
g0 | 0BvE e - B T 12 1 iy & 4 ar -31
71 | ovaTExc-g01 | U 12 o 100 12 o we| ©
7 | 0iB78Goee-801 |V 12 0 e 0 2 i L
23 | piaTEIoBOt | W 12 g o : : i M
24 | 0878H00c- 801 P 1 o 100 12 d ea 0
25 | oleTEdocc-801 [ Y 12 : o i 1 w2
y pren—— ) K. ¥ i o : M
27 | D1805Hoo - 801 > | " 0 s . L il
o p— 12 0 e i i Wi
T, o 200 5 1 az| 58
o4 Mmeeicnd 2 = - 4 190 1" 1 2| &
30 | ovaoszox-e0l [ PO | =: : = - = 2 -
i mw—-'ﬂ-—-—ﬁ";’" 0 100 12 D 100 o
e M__i_.,.-i—— —= | x0 5 7 42| 58
53 | oiooescec-a0i | 98 | .2 s




47

Gamber ; ata Primer yong distab

[0 | ov9ssmon -0t | b 12 o 100 5 ? 1| .
35 | 01036T0x - BOY i . a e n = ¥ T
38 | 0103E0w0: - B & 13 8 == - . = =
37 | 01906000 - BOY | KK 12 0 00 b T s 58
38 | UTa0kox -8 | . LL i 0 00 2 12 il e
38 [ 099374ma < BO1 Pt 12 0 100 T B = 3

40 | 0190dGmo -804 | NN 2 0 00 12 o wa| o
L1 | 0VDEhuay - B0 oL 12 0 G £ ¥ az; 34
42 | D197 60 - 501 PP iz o 100 4 1 2 -8
43 | 019 1%ox-801 | Q0 12 ] 100 10 2 B3| a7
ad | 0BT - BOY RR i2 a 100 1 1 L ) -8
45 | 0304280 - 8l 3 12 ] 100 1 1 a2 sl
46 | D@08 200 - B0 11 12 o 100 10 z B3| A7
47 | 0210060 -801 | LW 2 0 100 5 7 42 -38
4B | DEiGASmor-BOY [ WV 12 o 100 1 1 92 4
40 | 0Z2I00wmo - 801 | WW 12 0 100 5 3 TS| 28
| 0 | pasodmocc-00t | XX 1 o 100 " ! “| =

Jurlah <1582 |

{Rataata 3 |




5.5

44

Dari data tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa terjadi pula penurunan tingkat
kepatuhan pada Wajib Pajak khususnya para pengusaha wanel setelah di
berlakukannya KMK.563/KMK.03/2003 dimana rata-raia penurunan
tingakat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2003-2004 vaitu sebesar —32 %.
Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penurunan Penerim®aan PPN Dari
Para Pengusaha Wartel Pada KPP Makassar Utara

Pada wmumnya kebijakan perpajakan yang di keluarkan oleh
pemerintah di harapkan menjadi solusi yang efekuf di dalam upaya
peningkatan penerimaan pajak dan meninghkatkan kepatuhan dari Wajib
Pajak. Namun jika melihat hasil penelitian yang di I.aku.i-.an diatas maka
terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal tata cara dan pemunguian
Pajak Pertambahan Nilai melalui KMK.563/KMK.03/2003, ternyata belum

menunjukkan hasil yang maksimal, hal tersehut terlihat dengan menurunnya

baik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maupun kepatuhan dari Wajib

Pajak dengan di berlakukannya kebijakan tersebut,

Dari kenvataan tersebut di atas maka di sinyalir ada beberapa
indikasi vang menyebabkan sehingga tefjadinya penurunan penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai dari pengusaha Wartel pada Kantor Pelayanan

Pajak Makassar Utara dengan adanya kebijakan KMk SEVEKME.03/2003.

{. Hambatan Intern

a. Tenapa Pelaksana

Tenaga pelaksand pengawasan pembayaran masa pada

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

e e e E—
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Di seksi MPM dan PTLL berjumlah 14 orang terdiri dari |
orang Kepala Seksi, 3 orang Kordinator Pelaksana dan 10 orang
Pelaksana. Jumlah tenaga pelaksana yang berjumlah 10 orang
dengan wilayah kerja yang luas sangat tidak memungkinkan seuap
petugas mengawasi ;iumiﬂh wajib pajak yang banyak. Tentu saja
semakin banyak wajib pajak yang diawasi, maka pengawasan yang
dilakukan makin kurang efektif. Dari data yang diketahui bahwa
jumlah wajib pajak PPN dan PTLL sebanyak 3.720 wajib pajak
untuk tahun pajak 2004, Andaikan jumlah tersebut dibagi rata
dengan 10 orang tenaga pelaksana, maka jumlah wajib pajak yang
diawasi oleh setiap petuge. adalah 372 wajib pajak per orang.
Jumlah tersebut sangatlah besar jika menginginkan hasil yang
maksimal dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi PPN
dan FTLL diketahui bahwa untuk meningkatkan pengawasan yang
s selama ini seharusnya petugas pada seksi PPN dan PTLL masih
membutuhkan tenaga pelaksana 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang
ada sekarang agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

. Wajib Pajak Tidak Ditemukan

Keharusan menerhitkan Surat Tagihan Pajak (STP) setiap

bulan untuk wajib pajak 100 hesar dari setiap 3 bulan untuk wajib

pajak biasa seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain

karena kurangnya pelugas pengawas pembayaran masa dibandingkan

jumiah wajib pajak Yang ada, yang seharusnya secard periodik

e il —
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memeriksa dan meneliti buku tabelaris untuk penerbitan STP, karena
banyak STP kempos (kembali pos). TP kempos ini terjadi karena
wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi alamat wajib pajak yang
benar, Permasalahan ini merupakan masalah yang sangal rumit,
karena menyangkut kesadaran wajib pajak dalam memberikan
keterangan mengenai alamat yang sebenarnya kepada periugas pajak.
Untuk itu kepade pelaksana Scksi PPN dan PTLL Kantor Pelayanan
Pajak Makassar Utara dituntut keaktifannya dalam meningkatkan
kesadaran bapi setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban
pajaknya secara baik dan benar sebagai warga Negara.
. Wilayah Kerja Yang Luas

Luasnya dasrah yang termasuk dalam wilayah keria Kantor
Pelayanan Pajak Makassar Utara yang membawahi 8 Kecamatan dan
5 Kabupaten membuat Kantor Pelayanan Pajak Makassar Ulara
kesulitan dalam memantad perkembangan yang tejadi pada sctiap
wajib pajaknya. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai
wilayah kerja yang juas dan jumlah pendudus yang cukup banyak,
Kantor Penyuluhan pajak  cukup kesulitan dalam mengadakan
pengawasan pembinaan hagi para aparat wajib pajak . Dalam hal ini
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berusaha untuk senandasa
membuat prioritas dalam melaksanakan tugasnya, dimana
hulukan tugas yang dianggap penting dan mendesak dengan

menda

tidak mengabaikan pekerjaan atau tugas yang lain selain itu,

e ——————



2. Hambatan Ekstern

a. Kesadaran Wajib Pajak yang Masih Rendah

Kesadaran wajib pajak akan pentingnya penerimaan negara
akan kelangsungan pembangunan nasicnal negara masih dapat
dikaakan kurang. Kurangnya kesadaran ini tentu saja m:u;iberi:han
dampak yang sangal besar terhadap penerimaan negara dari scktor
pajak, oleh karena sistem yang dianut oleh bangsa indonesia dalam
pelaporan pajak yaitu menganut sistem se!l assesment, dimana wajib
pajak atau masyarakat diberikan kebebasan untuk menghitung
sendiri,  memperhitungkan,  membayar, melaporkan  dan
mempertanggungjawabkan pajak terutang mereka sehingga dalar
sistem  ini  betul-betul diminta kesadaran mayarakat untuk
pelaksanaan kegiatan perpajakannya secara baik dan benar.

b, Format pengisian SPT Masa PPM :..fang belum di pahami eleh Wajib
Pajak

lika ingin melihat kemampuan Wajib  Pajak  secars

|eseluruhan, maka terlihal jelas bahwa masih banyakuya dari Wajib

Pajak yang helum memahami tentang 12t cara pengisian formulir

gPT masa PPN Yang dijadikan sarena dalam memperhitungkan

pajaknya.

c. Sosialisasi yang masih kurang ef ektif

Tidak dapal di
akan terhadap perubahan kebijakan yang di fakukan

pungkiri pula, hahwa sosialisasi dari para

aparal perpal
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masih kurang efekiil’ oleh karena masih banvak dari para pengusaha
wartel -yang belum mengetahui tnnéaﬁg adanva perubahan

sehubungan dengan hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
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PENUTUP

6.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasii  penelitian dan  pembahasan maka dapat

disimpulkan bahwa :

Penerimaan Pajak Pertambahan Milai ( PPN ) berdasarkan KMK
547/2000 jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan KMK 363/2003 , dimana sistem
pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment
berhubung tingjcai kesadaran masyarakat yang masih rendah maka di
gunakan juga sistem pemungutan pajak melalui sistem witholding tax
dan kenvataannya sistem ini terbukti efektif. Hal tersebut dapat di
lihat setelah lembaga yang ditunjuk scbagai pemungut PE_‘N di kurangi
maka terjadi penurunan penerimaan PPN hasil pemngutan.

Jika dilihat dari sisi peningkatan jumlah penerimaan pajak, terlibat

penurunan  yang cukup besar  dengan di  berlakukannya

563/K MK 03,2003, jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan

Pajak pada saat di berlakukannya KMEK/547.02/2000, data ini dapat

3 :
dilihat pada tabel 3, dimana penerimaan pajak menurun sebesar
Rp.130.452, 315.

Gedangkan jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak, hasil dari
ang

i uyrunan kepatuhan Wajib Pajak
ini pula menunjukkan pemn
pembahasan 10l

) 0.
dari tahun 2003 sampal dengan 2004 yaitu sebesar 32
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6.2 Saran

I

Melalui penelitian ini penulis menyarankan para pengambil

keputusan di Dircktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kantor
Pelayanan  Pajak  Makassar  Ltara, didalam melaksanakan
pemungutan pajak sebaiknya dipahami dahulu karakter masyarakat
Wajib Pajak, baru menentukan sistem pemungutan pajak yang akan
digunakan, karena jangan sampai sistemnya sudah di undangkan
tetapi pelaksanaannya keluar dari sistem yang sudah ditetapian,
karena fiskus sudah menetapkan bahwa sistem pemungutan pajak di
Indorcsia mengpunakan Sistem Self Assessment maka schagai
Lonsckuensinva pengawasan kepada Wajib Pajak harus lebih di
tingkatkan, karena di dalam sistem ini masyarakat Wajib Pajaklah
yang menentukan sendiri besamya pajak yang harus ia bayar.

Diperlukan sarana pengawasan yang ditempatkan pada dacrah-
daerah terpencil, dengan demikian akan memudahkan aparal pajak
untuk  melakukan pengawasan keada wejib pajak Yang kg

dijangkau.

Perlunya penyuluhan yang intensif kepada wajib pajak khususnya
raumn

ijakan
pengusaha wartel tentang adanya perubahan kebija
para

p:.m::r'mtah dalam hal pemungutan PPN.



o By Lp o 4

B e b i

33

DAFTAR FUSTAKA

Bohari, H, 2000. Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Prasada, Edisi
kztiga, Jakarta.

Broto Dihardjo Santoso, R, 2001, Pengantar flmu Hukum Pajak. Edisi ketiga,
PT. Eresco, Bandung.

Ganadi dkk, 2001, Perpajakan. (Yayasan Pendidikan Pajak Negara), PT. Raja
Grafindo Prasada, Jakarta,

Hamdan, H, Aini 2000, Perpajakan. Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Hadi, H, Molejo,2602. Dasar-Dasar Peadidikan Pajak Negara. PT. Raja
Grafindo Prasada, Jakarta.

Mardiasmo, 2001, Perpajakan Edisi ketiga, Andi Offsct, Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2000, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang
Ketentnan umuom dan Tata Cara Perpajakan.

Republik  Indonesia, 2000, KMEK 54772000 Teantang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah, badap-badan tertentu, dan instansi
pemerintah tertentu uniuk memungut, menyetor, dau melaporkan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

blik Indonesia, 200Z, KME 56372003 Tentang Penunjukan
Bondaharawan Pemerintah dzn Kantor Perbendaharaan Kas Negara
gntuk memungut, menyetor dan melaporkan Fajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
coemitro Rochmat, H, 2001, Pajak dan Pembangunan, cetakan kedua, PT
Eresco, Jakarta.



